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KATA PENGANTAR

Eim perdana Vislume S ans menjadi penanda lahieny a semangat barn dan idealisme hari vang
membubtikan babiwa jusnal hesas angan pembaca ind masth mampy membert peran dan watiana akadennibh
bagi penstadi hukum pada smumny a

Sejumlah topik termuat datam edist perdana ini, antara lain tentang hapan hebijakan kriminal
teatang pernopsatt dan pormoaksi yang s th tetop marak saat int. Kagian huhum bisnis terwakili melalu
hajian tentang lembaga tidusia, lelang cksehust, dan good corporate gos ermance pada sebuah perusahaan.
Bagian ins difenghapt sebuah kajian mengenai tuntutan penerapan tanggunggawab sosial perusahaan dalam
tataran noematil dan hemunghinan smplikasinya datam kegiatan ins estasi dan bismis di Indonesia.

s bidang hukum hetatanepasaan terdapat hajian sundis tentang aspeh tata urutan peraturan
perundangan dan hajan filosofi tentang hakehat otenomi daciab Di bidang huhum intemasional terdapat
Kajian tentange perhembangan kajtan kejahatan beat terhadap hemanusiaan, senta poagistusan limbah
bahan berbahiaya dan beracan. Topih bahasan tentang anggaran pendapatan belamya desa memperhaya
khasanah di hidang huhum adiministrasi daerab

Terimahasib Repada berbagar pithak yang felah membanty dan memfasthitase Volume § Fdisi
Nomor | ini. Mudah-mudahan segala heterbatasan sang terlahir skan dapat ditinghathan ke arah vang
lebih haik pada edisi-edisi selanjutnva
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PERKEMBANGAN KONSEPTUAL UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERAT TERHADAP

KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER
Melly Aida
ABSTRAK

Pelanggraran berat Tak asasi nennia telah meniade bagian dari isadah hukam di
Indonesis sepk ditndangkannya Undange-Undang Moo 39 (999 rentang Hak A
Munusta, dan Undong-Undung No. 26 2000 (entang Pengacdilan Hak Asasi
Manusia. Apa vang terkandung dalam iital itn memunculkan persoatan arena
betum diformndasidan secara baku Kejahatan berat terkadyp kennanusiaan bany ok
bentuk dan jenisinva serta termat dafam Komvensi Jenewa tadmn 1939 Jan serakhir
diatur dalam Statuta Rona tahun 1995 Nedunghan Undanz-Undang Noo 26°2000
tentany Pengadidan Hak Asovt Manusive merumushan istdab tersebnt dengan
borbeda, yakni mengacu pada perbuatan vang merupakan tindak pidana dalians
hukum internasiongl, yaknr genosche eenocedes: dan Aejahatan terhadap
Aemanusican (crimes against funceney e Dongan formutase sepeeti st maka
poramus updang-undang teliadr membuatan pelanggaran berat hak avase manusia
hanya mencakapr dua kejaluatan sang telale dicikui oleh masyarakat mternasional
schagai kejubaran vany serius (the waonst of crimess Selain e UU Noo 262000
telalt mentransformasy konsep pelanggaran berat ik asavi manusio sehedar
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sebagai tindak prdana interaavional

Kata Kunci: Hukum Imternasional, Hukum Hamaniter, Kejahatan Berat.,

1. A, PENDANULUAN

Istilah pelanpearan berat hal asas
manusia atay dalam literatur berbahasa Ingeris
dikenal dengan gross viodizion of biiman righty
telah menyud: bagian doni istilab huhum di Indonesis
sejuk diundanghannya Undang-Undang No. 39
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-
Undang No. 267 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Kedua Undang-Undang ini
merupakan tonggak pencapaian reformast yang,
penting - yang bukan <aja telah menyeret para
pelaku pelanggaran berat hak asast manussa (yang
hebanyakan stare afficials) he depan pengadilan,
terapt juga memasulhan Gmposing) he dalam
hukum Indonesia honsep-hoasep atau terminologs
hukum yang belum dikenal datam hukum posirif
di Indonesta seperty genocide, crime agains:
fhumarnity, command responsitulity, bescrta
beragam honsep turunan yang terhandung s
dalamnya Oleh harena itu tidak dapat dipunghin
Iagt, hahwa kedua Undang-Undang ini mermbawa
dampak yang sangat besar dalam prakiek dan
pengajaran hukum di Indonesia

Apa yang tethandung dalam terminologi
itu sendiei memunculhan perscalan. Kalau hita
mengacu hepada literatur hulum hak asasi
manusia internastonal, maka kita temuhan bahwa
termunology “gross violation of human right™”
itu belum ditormulasikan secara bahu!' Paling
tidak hingga saat ini belum ada definisi yang
disepakati sccara umum mengenai “pelanggaran
berat hak asasi manasia™ di dalam hepustahaan
hukum hak asasi manusia intermasional. Theovan
Haven datam studiny a mengenai hak-hak horhan
pelanggaran berat hak asasi manusia. hanya
menunjulkan secara ilustratil tentang apa yang
dimaksud olch istilah tersebat,” harens hesulitan

" Sehual studs sane dilahakan aloh Ceater S the Sondy of
Nl Conflicrs mencuba berusabas mendapathan gamharan
rang has mengendi pelangearan berat hak asayy manusia,
penschab dan ahtor-adtorasa, sehanges diperadeh st
pengertian yang memadai don vaeg dapat diterenea accary
fuan Latat studi yary dilahukan olch Ceater 1o te Study
of Soctl Cantlnts, Uanersity of §eiden,, dafam Afen

Schand, Resvurch o Gross Human Righar Vioditeon A
frropramame (Cemict tur e Study of Social Contligts,
trnersny ol Leiden, Netherlards 19589y

“Urhat Then san Boven, Mereda yang Uengadi Kovhgn

Flak Rerbon atas eosiien, hampenvaat, din Kehabiinan
1 ESAN, Lsbana MO
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memfoennulasi defenisinya dengan memuaskan
Menurut Boven, kata “berat”™ meneranghan hata
“pelanggaran”™, yaitu menunjulkan tinghat
heparahan akibat pelangearan yang dilahukan.
Selain itu, hats “berat” juga beshubungan denpan
Jenis hak asasi manuosian yanp dilangpar, yakne
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dalam
jenis “nomderogahie”, yang tak boleh dikurang:
dalam situasi apapun ' Tidak berbeda janh dengan
pendapat Boven, Restatement (Ketigap Undang.-
undartg Hubunpan Luar Negeni Ameriha Serikat
tbagian 702), merumushannya dengan:
viodation is gross if it oy particelarly shocking
hecause of the importance of the vights or the
gravity of the violation” * dengan meaunjuk
heterhaitannya dengan hebjahan nopart (sfate
policv).

Undang-Undanz No. 262000 tentang
Pengadilan Hak Asast Manusia sebaliknya
merumushan ixtilah teesehut dengan berbeda,
saknr mengaco pada perbiatan yang merupakan
tindal pidana datam huluny internasional, vakm
genosida {(gerocede), dan hejabatan techadap
hemanustaan {crimes agaimst humanity ).
Dengan formulasi seperts stu, maka perumus
undang-undang tefah membatasi pelangearan
berat hak asasi manusia hanya mencakup dua
kejahatan yang telah diakui oleh masyarahag
internasional schagai hejahatan yang serius (e
warst of crimes). Sclain itu, VU No, 262000
clah mentransformasi hansep pelangearan berat
had asasi manusia sehedar sebagai tindak pidana
internasional. Dari sinilah  persoalan muncul:
apakah pengertian tersebut memadai”, apakah
pelanggaran besat hak asasy manusia ttu terbatas
atau identih  dengan  Kejahatan  serius
internasienal?. Undang-undang No. 26:2000
tersebut telah mereduksi honsep pelanggaran berat

! Datamm pengertian itu, Prof san Dover memasuhhan ke
dalam hategon pelungparan berat hak avasr ranusa schaga
tenihut: genosida; pertidalan atau prodach-prab ek yang
mienycrepar petbudaban, bukomae mati secar sewenang-
werang, fenyiksann, pengladluenpan pabaa, penshanan
sewenang-wenang, Jeportass atau pemiradaban penduded
secart paht; dan dishominas sistemstih terota yany
¢idasarban ntas ras atav pender |ihatofd

S Horcadupdidation “pelanpcacan berat hab ssase nanusa’
adalah pelangparan terhadap untara lae pelecchan
sisternates, penanghapan dan ponalitnan sov enatg worny
ety aap bl hak privad dan setcosmoa il otip i Heen
Sener & Phalip Alstan, Dueersctonal fmae Kbty i
Coeere LU Tarednn Pross, ¢ vfonl 1Wiay Hha! 118,117

hak asasi manusia teshatas hanya pada dua
hejahatan internasional, yaitu genasida dan
kejahatan terhadap hemanusiaan,

Dengan mengambil fohus balasan hanya
padasakah satu dars tindak pelanggaran berat hak
azasi manusia schagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 2672000, maka akan dapat
dicksplorast lebih jaub mengenai honsep hejabiatan
techadap hemanusiaan tersebut: mulai Jari
perkembangan narmatit dan hansceptualnva,
unsur-unsur kejshatannya (efement of crime),
hinppa  pada pencrapannya. Sehingpa
permasalahan dalam penudisan int dirumushan
bagaimanakan pechembangan honseptual dan
nonnat dar unsur-unsur kejatutan berat terhadap
hemanusiaeea dalam bubum pidana intemasional
dan bagaimanakah unsur-unsur hejahatan berat
terhadap kemanusiaan dalam Ketentuan hukum
internasional dalam hetentuan hukum di Indonesia?
Penclitian dilakukan dengan cara mempelajari,
menghagrdan menginterpretasikan apa sapa yang
terdapat datam bahan-bahan hukum berupa
hansenst internasional, perundang-undangan,
Iteratur, dan dohumen-dohumen vang berkaitan
dengan permasalahan perhembangan honseptual
unsur-unsnr  keyahatan berat  terhadap
hemanusiaan. Meagpimakan data schunder yaitu
data yang diperoleh dan bahian-bahan pustaka,
berupa bahan huhum primer, bahan hukum
sehunder, dan bahan hubum tersicr. Analisa data
yang dipergunakan adalah deskriptif hualitatf,
yaitu dengan cara momaparkan dalam bentuk
uraian-uratan halimat serta memberikan
interpretasi data dalam bentuk Kalimat secara
ststemnatts sehingga dapat ditarik kesimpulan dan
permasalahan yang ditelitt dalam penulisan,

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan teshadap umat manusia adalah
istilah di dalam hukum internasional yang
mengacu pada tindakan pembunuhan massal
dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-
arang, scbapar suatu heyahatan penyerangan
techadap vang lain. 1'ara sarjana Hubungan
interuasional telah sceara luas menggambarkan
“kejahatan terhadap umat manusia™ schagai
tindakan yang sanpat keji, pada suato shala yang
sanngat besan, yang dstak<anakan untuk mengurangi
ras manusia sccara hescturuhan, Biasanya
hejahatan techadap hemanusian didahukan atas
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dasar hepentingan polims, seperti yang teppadi d
Jerman oleh pemermtahan Hitler serta yang
terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.

P’ada tahun 1002 d
hota Hague di Belanda dibentuktab suatu
pengadilan hriminal internasivnal yang
dialam bahasa Ingerts disebut nrernational
Creminal Court (1CC)Y dan Statuta Roma
memberikan hewepangan kepada ICC untuk
mengadifi heyahatan penosida, kejahataa terhadap
perihemanusiasn dan kepahatan perang

Kcjahatan-hegahatan terhadap
perthemanusiaan sebagaimana vange dimakand
dalam Pasal 7 Statuta Roma tersehut adatah
scrangan yang mcluas itau sistematih vang
Jitujukan sccant langsung terdapat pendudub sipl
dengin tyjuan:

a. DPumbunuhan,

b.  Pemusnahan

c. Perbudakan;

d.  Pengusiran atay penundaban penduduk

e. Perampasan hemerdehaan’ perampasan
hebehasan fisih bn

t. Menganmya;

g Memperkosa, perbudaban sehsual,
memaksa scarang menjadi pelagur,
mcnghamilt SeCars paksa,
melahukan sterilisass sccara paksa,
ataupun bentuk hejahatan schsual
hingya,

b Penyibsaan  terhadap  Relompok
berdasarhan  alasan  politik, ras,
hebangsaan, etnts, kebudasaan, agama,
jeais helamin (gender) sebagaimana
diatur dalam artikel 3 1CC ataupun
adengan alasan-alasan lsinnva vang
scvara umum diketabiog sebagar suatu
alasan yang ditarang olch huhum
wternasional;

Penghilangan sescorang sceara pahsa,
Kejahatan apurthend,

Perbuatan  lainnya  yaang  ak
berpershemanusiaan yang dilakukan
secary senpaja sehingga mengakihathan
penderstaan, luka paral baik tubuh
maupun mental ataupun heschatan
tisthmya

TN =

Sedanghan menurul Kenvenst Jerewa il
1949, tindak-tindak pidana yang termasuh dalam

pelangparan berat atau grave breaches
mencahup;

a. Willfud kitling, merupakan tindahan
pembunuhan dengan sengaja yang
chuivalen dengan pasal 330 dan 338 Katab
Undang-Undang Huhum Pidana.

b Torture or e human  treatment,

inchading Mofogreal experinent,
Penyiksaan atau perlahuan yanpg tidak
manusiaws. Ketentvan tentang hal ini
tdak dijumpar secara chsplisit dalam
KU, akan tetapi menurut Konvesi
Menentang Penyviksaan yang telah
diratifikasi Repubbih Indonesia tindakan
ini mencakup perilahu yang cukup luas,
tidah  hanya berhenaan  dengan
penderitaan jasmani belaha, sakai:
“.. Setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja. sehingga menimbulhan
rasa sakit atau penderitaan yang hebat,
baik jasmani maupun roham, pada
sescorang untuh memperoleh pengakean
atau keterangan dusi orang itu atau dari
orang ketiga dengan menghuhumnyaatas
suatu perbuatan vang telah dilakehan atau
diduga tedab dilakukan olch orang tu atuu
orang hetiga, atau mengangam atau
ntemahsa orang itu atau orang ketiga,
atat untuk suatu alasan yang didasarkan
pada bentek dikrinsinasi apapun, apabila
rasa sahst ataw penderitaan terscbut
ditimbulkan olch, atas hasutan, dengan
penctujuan, atau sepenpetahuan pejabat
publik "

o Willfully cansing: suffering or serious

mjury to bewdy are Bealth,
Dengan  seagaja  mengakibathan
penderitaan atau luka sang serius pada
heschatan atav tubuh sescorang,
Ketentuan ini dapat paralel dengan Pasal
351 dan seterusnya dari KUHP yanp
berhenaan dengan penganiayaon.

d  Extensive destruction or appropriation

of properiy.
Perusahan atau penghancuran atau
perampasan harta benda sescorang.
Puasal 406 KUHP merupahan salah satu
contah hetentuan sang dapat digunahan
sehbungan dengan peritabu ini.

c. Compelling a prisoner uf war or
protected persan 1o serve in the armed

127
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Sorce of hastile power, Memaksa
scorang tawanan perany alay orang yang
melindungi (olel huhumy untuk beherja
bagi anghatan bersenjata prhak musuh,

[ Willfully depriving o prisoner of war
of protected person of the right te a
faair and regular trial, Dengan sengiga
menghalang-halangs tawanan perang
untul wempergunakan haknya untuk
memperoleh peradilan vang tebas dan
tidah memihak
Pertangpungjanaban  pidina  atas

hejahatan berat sang divrai di astas dapat
diterapkan pada orang-orang yang

a. memenuhi semua unsur tndak pidan,

b memerintahhan dilahshannya tindakan
tersehut, termasvk dalam bentuh
percobaan,

¢. gagal mencegah atau menindak perilaku
hejahatan  yang  dilakukan  oleh
bawahannya, sedanghan si atasan
mengetahu bahwa bawaliannya tengah
atau akan melakukan hejahatan tessebut,

d.  dengan sengaja membantu difahukanova
hejahatan terschut, baik sccara langsuny,
maupun secara substansial, termasuk
menyediakan sarana untok penyelesaian
Kejahatan tersebut,

¢. langsung  berpartisipasi  dalam
merensanakan atau menyepakati heja-
hatan tersebut, dan kejahatan 1w
dilakukan,

f. sccara langsung dan umum menghasut
sescorang untukh melakhukan hejahatan
tersebut, dan hejahatan itu dilakuhan,

g mencoba melakukan khejahatan itu
dengan memulai perbuatan, namun tidak
sclesar Karena hal-hal sang ada e o
dirinya.

Melihat uraian di atas, untuk Indonesia Pasat
5§ (tentang peny ertaan tindak prdana). Pasal 56
(tentang pembantuan tindak pidana). dan Pusal
33 (tentang pereobaan undak pidana), sudah jelas
akan menjadi acuan apabila kasus-hasus scmacam
i diproses dalam peradilan dr Indonesia

Dasar-dasar pemidanaan sang herlaku
secara umum pueas berlaba dalam hulum
humaniter. Satu hal sang sangat penting adatah
peregasan asas legalitas, baliwasany a sesearany

128

tidak dapat dihuhum atas sesustu perbuatan yang
belum dirumuskan scbagai suatu tindak pidana
dalam  Undang-Undang Nepara  yang
bersanghutan. Hukum Acara Pirdana vang
diperpunakan dalam proses peradilan bagi kasus-
kasus semacany ini tentu saga mendapat perhatian
vang sangat besar.

Pasal 6 Protehol Tambaban pada Konvensi
Jenewa 1949 misalnyva, memberihan rambu-
rambu bagt penuntutan dan penghubuman
terhadop tindak pidana yang berkaitan dengan
situasi keaflih beesenjata. Pidana tidah dapat
dijatubkan dan ditaksanakan terhadap seseorang
sang diboktikan bersalah dalam proses peraditan
yang menjamm adanya kebebasan dan
hetidakberpihukhan penpadilan. Secara Khusus
ditentukan pala bahwa:

a  Prosedur yanp diteraphan harus
memberthan hak pada terdakwa untuk
diberitahu dengan segera mengenai tindal
pidana yang dituduhkan padanya, beserta
scjumlab hak dan sarana untuh melakukan
pembelaan, baik sebelum maupon selama
pensidangan,

b, Tak scorangpun dapat dijatuhi pidana atas
tindak pidana vang dilakukaanya kecuahi
berdasarhan pertangpungjirwaban pidana
sceara pribadi.

¢. Tak sveranppun dapat dinyatakan
bersalah atas suatu tindak pidana yang
pada saat dilakukannya perbuatan
tersebut tidak dirumuskan olkeh hukem
schagai suatu tindak pidana; tidak
dibenarkan menjatuhikan pidana yang
lehtly berat daripada sankst pidana yang
dirumushan dalam hukum yang ada pada
saat dilahuhannya perbuatan tersebut;
apabila setelah terjadinya pesbuatan
dilahukan pcrubahan perundang.
undangan yang menjatuhkan sanksi yang
lebih ringan, Maka, terdakwa harus
dijatuhs pidana yang Iebili ringan tersebut;
Setiap orang yane dituduh melakuban
undak pidana harus dianggap tidak
benalah sampai dibuktikan hesalahannya
menurat hukum,
¢ Netap orang vang diadili berhal untuk

menghadin persidangannya,

t Tak scoranppun dapat dipaksa untuh
menmberihan hesaksian yang
memberathan dinnva sendirt atau untuk
mengakushesalahannya.

o
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Bagian selanjutnya dan pasal im menentuhan
sejutnlah hetentuan lam yakm

a.

flahwa setap orang yang dijatuhi pidana
harus diberitahukan mengenat upaya-
upasa hulum yangdapat dilakuhannya.
Pidana mati tidak boleh dijatubhan pada
erang-orang yang berusia di bawah 1%
tahun, wanita hamil, dan perempuan sany
mempunyai anak hecil

Pada akbir masa honflik atau permusuhan,
pihak penguasa harus berupaya untuk
memberihan amnesti pada orang-orang
vang terlibat dalam konflik bersenjata,
atau orang-orang veng ditahan/dipenjara
berdasarhan  alasan-alasan  vang
berhenaan dengan honflih bersenpata,

Kewajiban untuk melakukan proses peraditan
yang hebasdan tidah memthak merupakan suatu
hetentuan internasional yang telsh diromuskan
dalam berbagai konvensi internasional, Flak-hak
sang wajib diberihan pada scorang tersangha’
terdahwa telah jelas dalain hetentuan Internasional
Covenant on Civil and Political Rights,
terutama pasal 9 sampat dengan Pasal 15, vang
pada dasarnya beristkan asas-asas antara lain;

],

b

Peaduga tak bersalab (presampiion of

innoncence). Praduga Tak Bersalah atan
“Presumption of liecence™ adalah
asas dymana sescorang dinyvatakan tidak
hersatah hinggai penpadilan menyatakan
bersalah. Asas ini sangat penting pada
dermokrast modem dengan banyak nepara
memasukannya hedalam honstitusinya.

Persamaan di muba hokuin (equalin
before the daw). Persamaan dihadapan
hubum atau equality before the Law
adalah salah satu asas terpenting dalam
hubum modern. Asay ini menjadi salab
saty sendi doktein Rule of Lo vang juga
menycbar  pada  nepara-negara
berhembang  scpertt Indonesia,
Perundang-undangan Indonesia
mengadopsi asas ini sejak ma<a holonial

lewat Burgelijhe Wethood
(KUHPerdata) dan Werhoek van
Koophandel voor Indonesie

(KUHDagang) pada 30 Apnl 1847
inetaln Sth 1837 No 23 Tapt padamasa
halonial ttu, asas m udal sepenuhinga
diteraphan harena pelitih pluralisme

hukum yvang member: nuang berbeda bagi
hukum Iskam dan hulum adat disampmg
hukum kolonial,
Sejatinya, asas persamaan dihadapan
huhum bergerak dalam pasung hukum
yang berlaku umutn (general) dan
wingpal Ketunggalan hukui itu menjads
satu wajah utuh diantara dimensi sosial
lain (misalkan terhadap chononn dun
sosial). Persamaan “hansa™ dikadapan
huhum scahan memberikan sinzal
dalamnya balima sceara sosial dan
chonomi orang boleh tidak mendapathan
persamasn. Perbedaan pesfakuan
“persamaan” antura di dalam wilavah
hukum. wilayah sosial dan wilayah
chonomi ttulah sang menpadihan asas
Persamaan diladapan hubum tergerus
ditengah dinanuka sosial dan ¢honomi,
A s kgalioe ywnciple of legality)
Yang dimaksud dengan asas legalitas
saitu tak ada pelanggaran dan tak ada
huluman sebelum adanya undang-
undang yvang menygaturnya, asas legalitas
pada behum prdana bsban ada tiga caea
dalm mencraphanns a, yaitu:

a)  Pada huhuman-huheman yang sangat
gawat dan sangal mempengaruhi
heaninan dan dan keteatranian
masyarahat  asas  legalitas
dilaksanakan dengan teliti sehali
schingga  tiap-tiap  hukuman
dicantumhan hukumannya satu
persaty.

b} Pada huhuman-hubuman sang tdak
begttu berbahaya, syara’
memberihan memberikan
helonggaran dalam pencrapan asas
lepatitas dari sepi hukuman. Syara’
hanya menyediakan sejumlah
hukuman untuk dipitth oleh hakim,
saity dengan huhuman yvang sesui
bagi peristina pidana  yang
dihadapinya.

) Pada hukuman-huhuman yang
diancamhan  huluman  untuk
kemaslabatan umum, syam’ membert
kelenggaran dalam pencrapan asas
tepalaes dari segi penentuan
mavanmnsa hivkuman.
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Adapun pada hukum prdana positif cara
penerapan asay legalitas unteh semui
hukuman adalah sama ‘aitu suatu hal
yang menyebabhan timbulnya kritikan-
kritikan terhadapnya. Fada mulanya
hubum pidana posttit memakai cary
pentama (datam hubhum pdana Kl
untuk semua perbuatan pidana, naswn hal
wi menyehabhan para hakinm tidal man
memyatuhkan hukaman berat tethadap
perbutan dang tdan pawat setelab mercka
mengingat aturag-aturan pidana yvang
termasuk hejahatan dan vang termasuh
pelanggaran Dengan demikian huhum
pidana positif meazimbal cara vang hedu
(dalam hukum pidana Islam) yaita
dengan memperseripit hekuzsaan hakim
dalam memitih hubhuman Jdan dalam
menentukan tingge rendatan a hukeoaa
yang diteraphan sceara umum
Perbedaan asas legalitas sane ditinjau dari
hukum pidana Islam ataupun bukum
pidana positif adalah pada dasarmva
huhum pidana Islam menentukan jenis
huhuman secara jelas, hakim tidah
munghin untuk menciptakan hubkoman
dari dirnya sendirg, sebaliknya pada
huhum pidana positif tiap perbuatan
pidana dicediakan satwu atau dua macam
hukuman yang mempunyai batas yang
tertingei dan batas terendah selingga
hakim dapat menjatubhan dua hubhuman.,
atau satu hukuman yany terletad antara
hedua batas tersebut,

Dari segi penerapannya, asas fegalitas
pada hukum pidana Istam tclah
diteraphan sejah Al-Quran diturunhan,
scdanghan asas legalitas pada hulum
pidana positif ditesaphan pada abad ke-
18 yaitu sesudalt Revolusi Perancis.

d.  Ne bis in idem (doutde jeopandy)
Asas yang melarang sescorang untuk
diadili dan dibukum untub kedua halinya
bagi kejahatan yang sama.

¢. Asas tdak berfaku  surut (non
retroqctivityy, hecuali apabila ada
perubahan tUndang-Undang yang
merinpanhkannya

Asas non-retroaktil dzalam ilmy hokum
pidana sccara chsplisit tersirat datam hetentuan
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Kitab Undang-Uadang Huhum Prdana (KUHP),
dirumuskan dalam Pasal P asat (1) Tads suatu
perbuatan yang dapat dipidana Recualr atas
hehuatan aturan pidana datam perundang-
undangan yang telah ada, schelum perbuatan
ditahukan™ (Moclyatne, cetakan hedisa pulul, April
2001). i dalam Rancangan Undang-tindang R]
tentang Kitab Undang-undang Huhum Pidana
{20051 diremiuskan dadam Pasal 1 avat (1) sebagat
berikut, *Tiada scorang pun dapat dipidana atau
dikenzkan tindakan kecuali perbuatan yang
dilakukan telah ditetaphan sebagai tindak pidana
dalam peraturan perundang-undangan yanp
berlahu pada ssat perbuatan itu dilahukan ™

Rumusan halimat datam RUU KUHP
tahun 2005 kebih jelas dan tegas sesuar dengan
asas fev cerfu dalam perumusan hubum pidana
yang berarti mengutamakan hejelasan, tidak
smulttafsir dan ada hepastion di dalam
perutiusannyi. Pengclasan Pasal | Avat (D dalam
RUL KUHP tersebut mencpashan ontara dain
bahwa hetentuan pidana tidak berlaku surut demi
mencepah hesewenaag-wenangan pencpak
huhum dalam mepuntut dan mengadili seseorang
vang dituduh melahuhan suatu tindak pidana,
Pemberlshuan surat Ketentuan pidana hanya
dununghiohan jika terjadi petubahan peraturan
perundang-undanpan, dan perundang-undang:n
vang baru justns lebih menpuntunghan terdakwa
maka perundang-undangan baru itulah vang
diberlakukan terhadapnya.

Bertitik tolak dan uraian mengenai bukum
positsf dan rancanpgan undang-undang hukum
midana di atas dua hal yang sangat penting untak
Jiketahut masyarakat luas, yaitu pertara, uraian
dr atas memperteras hembali bahwa hetentuan
riengenai asas non-retroaktif hanya sceara tegas
dandiatur dan diberlahukan datiam lingkup hukum
pidana matcrnl bukan dalam linghup hukum pidana
formil (hukum acara pidana) apalagi Jalam bidang
hukum admimstrasi yang memang tidah memiliki
dasar aturan mengenai hal tersebut baik dadam
teori maupun dalam doktrin huhum administrasi.

Penjelasan mengenai Pasal | Ayat (1)
dalan Rancangan Undang-Undang KUHP, dan
tgadalam doktrin huhum pidana sudah ditegashan
agar tidak terjadi kesewenangan penegak hukuen
(penguasa hetibha stu) dalam mencraphan
ketentuan pedana terhadap scorang terdakwa,
Datam hal ini massarakat luas harus Jdapat
menangkap dua hal yang sangat penting, yaitu
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pertama, halimat mencegah hesewenang.
wenangan penegak hukumipenguasa). dan hedua,
Kalimat dalam penerapan hetentuan pidana: bukan
hetentuan {sanksp) administrasi, dan bukan
Letentuan mengenar wewenanyg untuk menanekap,
menahan atdu menuntut. Pencgasan atas dua hal
tersebut hendah mesnberitahukan dan menjelashan
bahwa ketentuan mengenai asas non-retroaktit
hanya dalam honteks apakah suatu perbuatan nu
dapat diptdana atan tidal hetiha perbuatan i
dilakukan oleh suatu dasar aturan ketentuan pidana
vang telah berlabu hetiha st Schinggn denean
demikian adresat dani pemberlabuan ketentuan
mengenat asas non-retroaktif adalah terhadap
suatu tindah pidana semata-tata.

Dalam Kattaw we pala beadak ditegashan
bahwa sejak helahiranny a hubum pidana dibentui
untuh mengatur dan meneraphan sankss pidana
terhadap pesbuatan sescorang (durl-strafrechiny,
namun dalam pethembangannya hemudian
dengan pengarub gerakan humaniame maka
hubum pidana juga diwajihhan
mempertunbanghan seseorang yang melokuhan
tindak pidana, akan tetapi ketika perbuatan du
dilakukan yang bersanghutan dalam keadaan d:
bawah umur atan dalam headaan gila, maka
pemberlakian ketentuan pidana dikecuilihan
tethadap vang beesanghutan, schingga dalam
doktrin hukum pidana muncul schutan, duad
duder strafrecht Jika masih ada pendapat yang
membedahan atas dasar status sosial dan satus
huhum seseorang pelaku tindak prdana termasuk
horuptor maka tidak ada lain legatimasi sclan harus
dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana atau
horuptor stu pila atau di bawalr umur.

Menurut penulis sangatlah pamblang
schali hahwa, adiesat huhum pidana adalah
perbuatan sescorang yang melsnpuar aturan
pidana, dan bukan hepada statas sosial atau status
hukum crang yang bersanghutan. Penjelasan
Pasal 1 Ayat (1) RULKUNP telab menepashan
beberapa hali tentang “perbuatan™ dan tidak
menyebutkan sama sckali tentang ORANG yang
melakuhan perbuatan.

Mengenai pemberlakuan asas non-
retroaktit’ schagaimana telah dinraikan Jdi atas
hetentuan huhum pidana positaf, dan dalam
penjelasan RULT KUHP telah ditepashan bahwa
asas non-setroahtif adalah bersifat mutlak
Sesungguhnya pha mempelajart referens hukum
mternasional meagenai hejahatan intemasional

atau huhum pidana termasional maka hukum
hebiasaan internasional (international customary:
Law) telah mengahoi bahwa pemberlakuan asas
non-retroaktif tidak berlaku untuk hejahatan berat
vang termasuk pelanggaran berat hak asass
manasia {grosa-violation of human righty).
Contoh Lasus proses peraditan Mahhamah
Nuremberg, Yokyo, Rwanda dan di bekas jajahan
Yugasiavia. Seluruh prinsip-prinsip hukom yang
diteraphan dalam proses peradilan Mahhamale
Mahhamah tersebut sudah diakui sebagai bagan
tudak terpisabikan dae hubum internasional datam
praktih Rarena selurul putusan Mahkamah
teracbul bersitat mengikat dan diakui olch
masvarakat intermasional serta selurubl terdahwa
wajib menjalani hukiman yang telab dijatubhan
oleh Mahkamah tersebut Pandangan para Ahl
Hubum Pidana techadap pemberlakuan asas
tmasih betum ada kesamaan di antara para alil
Pandanpan hoeasceonsianal masil menegaskan
bahwa asas non.retroaktit adalah asas hukum
vang bersifat muotlab (Ihat penjelasan RUU
KUHP Pasal 2), dan asas hukum int nierupakan
asas umam hukua pidans dan bersifat universal,
D¢ dalun U 45 dan perubahan hedua, juga
ditegaskan dalam Hab XA tentany Hak Asasi
Manusia Khusus Pasal 28 1 denpan pembatasan-
pembatasan tettentu  sebagaiman telah
dicantumhan dalam Pasal 28 J Dalam referensi
tentang HAM., harus diketahui bahwa hak untuk
tidak dituntat ofeh undang-undang yang berlaku
surut bukan hak abcolut melainkan merupakan hak
relative. Sedanghan kalmat terakhir dasi rumusan
Pasal 28 1 UIUD 48 dan peruhahannya, “dalam
headaan apapuu™ tidaklah scjalan dengan baik
Pasal 28 ) dan Pas<al 29 Deblaras Universal HAM
Perserihatun Bangsa-Bangsa (PBR) Di sisi lain,
pandangan modem terhadap penerapan asas non-
retraahtif adalal sejalan dengan perhembangan
hukum pidana ternasional dan perhembangan
honvensi internasional tentang Acjahatan
transtasional terorpanisasi teanasoh tindak pidana
horupsi dan tindak pidana pencucian wang (moncy
hamderieg ), tindak pidana terorisme dan tindak
rudana narkatiha dan perhembangan Konvensi
Internasional menpenai Mahkhamah Permanen
Pidana Intemassonal (fnsernational Criminal
Coarnt Pendapat atau pandangan modern abad
he-20 tentang pencrapan asas noan-retraakf
menepashan bahwa sesuai dengan perheinbangan
waktu dan dalam kontehs hejabatan tertenta yang
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merupakan ancaman terhadap perdamaian dan
hemanana dunta {threaten to the peace and
security of humaniing), makha pemberlakuan
asis hukum non-tetroaktif dapat dikesampinghan,
secara selehtif daa terbatas, Dalam haatan ini
sudah diteraphan sejak proses peradilan
Mahhamah Nuremberg ¢(19-46) sampai deagan
proses ad hoo Tribunal untuh kasus hejahatan
genosida dan hejahotan terhadap hemanusaan di
behas jyjahan Yugoslavia. Tindak pidana horupst
sudah dinyatakan dalam perundang-undiangan
pemberantasan herupsj Indonesia scbagai
pelanggaran hak chonemi dan sosial masyvarahat
yang bersifat sistematih dan meluas <ehingga
digalonghan sehagai kejabatan faar biasa{evrrs-
onfinary erime).

Pandangan modern jupa mengacu hepada
pendapat Jan Remmehlnk (2003 362) vang
mencgashan balina daya kerja surut (retroahtity
dari ketentean hukum prdana terjudi dalam situast
hukum transisional. Divraikan pendapatnya
sehagai berihut. “Suatu fungsi penting diperankan
ayat hedua Pasal 1. yang meropakan
pengecuahian, bila tidak hendak dikatalan
penyimpangan terhadap larangan pemberlaluan
hukum pidana secara retreaktif vang termabtub
dalam ayat pertama.” Datam haitan bunyi pasal
P ayat (2} dan pendapat Jan Remmetink tersebut,
telah dipersoalhan undang-undang mana sang
diberlahuan dalam sitaasi huhum transisional. dan
dalam uraiannya Jan Remmelink menegashan
bahwa dalam keadaan sepertiity, undang-undang
yang berfaku setelab terjads tindab pidana adataly
undang-undang vang menguntunghan, maka
pemberialuan surut diperhenankan. Secara tepas
Remmelink (halaman 365-366) mengatakan
bahwa ada dua alternatif penafsiran terhadap
pemberlahuan surut suatu hetentuan pidana. s atw
ajaran formil dan ajaran matericl. Sejaul menurut
ajacan formil maka istilah “wergeving (pembuat
perundang-undangan) dalam ketentuan (KUHP
Belanda) sebagai seraficetzeving, jadi dalam
kenteks menctaphan suatu perbuatan sebaga
tindak pidana (vrafbaarseelling). Dengan cara
ini, yang akan hanya tueut dipeehitunghan hanya
perubahan-perubahan yang langsung menyentuli
ketentuan pidana sendini, sedanghan yang
berhaitan dengan atau terletak dalam hohum
administeasi dapat diabaikan™ Sedanghan
altemnatif kedua, adalah ajaran materint tor bty
yang turut memperhitunghan perubahan.

perubahan materiil y ahmi bahwa dari ataw melalui
prrvbaban undang-undang harus ternyata ada
perubahan cara pandang atau pemahaman
pembuat undang-undang tentang Kepantasan
tndakan tersebut untuk diancam pidana. Syarat
int digunakan oleh Hiwge Raad Belanda yang
menychutaya, penafsican hreatif-restriknif, buban
demi heuntungan, namun justru untuk Kerugian
terdakwa (Remmclink hal 367).

Diakui pula bahwa, cara pandang
honservatif dalam Rontekhs situasi huhum
transisional masih menganut paradigma lama yaitu
Ielah mengedepankan asas kepastian hukum bagi
terdakwa akan tetapi mengabaikan sisi headitan
baei korhan dan sisi hemanfaatan terbesar bagi
massarakat tnas, Paradigma tersebut juga
bertentangan dengan keduduban hukum pidana
dalam polion Hmu Hukum yang terletah pada
hokum pubdih bukan bukum administeasi atau
hukum perdata. lmphikasi dart heduduhan hubunt
piduna tersebut adalah w harus bersifar public-
reciyeliihe (mplisit hepentingan nepara dan
masyarakat luas) dari pada privaut-rechileihe
{orang perorangan) Sclain itu, kedudukan hubum
pidana tersebut memiliki implikasi jupa terhadap
pertanyaan tentang untuh hepentingan hulum
siapa hubum pidana itu dibentub dan diberlakukan,
sefta untub tujuan apa hohum pidana ity dibentuk?,
Beranghat dari sifat dan hakikat hedua pertanyaan
mendasar teesebut maka - sehalipun dengan pro
dan kontra - tidaklah salah jika ditegashan disini
bahwa, sisi hepastian hukum harus dilthat dalam
honteks sist peslindungan hak asasi tersangha’
terdahwa yaitu kepastian hak-hak memperolch
bantuan bukum, peradilan vang jujur dan add, dan
hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang
hukum acara pidana. Namun demikian s¢luruli
hak-hak asasi tersebut juga harus diseimbanghkan

dakam pendakwaan dan putusan pengadilan -
dengan seberapa javhkah Negara (masyarakat
tuasy sudah teedindunyi {a<as headilan horban dan
hemanfaatan terbanyvak) dari ancaman dan
bahaya perbuatan tersangha‘terdabwa yang
bersanghutan, bukan hansa untuh hati ini (fungsi
represif) akan teteps untuk calon-calon tersanghaf
terdahwa di masa yang akan datang (fungsi
preventity.

Kepahatan terhadap Kemanusiaan
murupakan salah sat perbuatan s ang dilahuhan
schapar bagian dasi serangan sang meluas atay
sestematih. Apakah yanp dimaksud dengan
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serangan yang meluas atan sistematik ite” hal in
tidak dijetaskan ofeh Statuta Roma maupun UL
Pengadilan HAM. Pengentian serangan melaas
ataw sistematih ity berkembang dalam praktek
pengadilan yang tertuang dalam putusan-putusan
Hakim. Hakim Pengadilan HAM Ad hoe di
Jakana Pusat, dalam hasus atas nama terdahwa
Abilio Jose Osorno Snares berpesdapat sebagai
berikut

“yaap dimaksud dengan serangan adalah
baliwa scrangan twrsebut tidakh harus selalu
merupakan serangan mikter, seperti vang diarikan
olch International Hunwanatarsan Lasw dalso arti
bahwa serangan tersebut tidak perlu harus
mengikut scertahan hehuatan miditer atau
peaggunaan seagata. denpan perhataan Linapabila
terjadi pembunuhan schagat hasit dan suaty
pengerahan hekuatan atan operasi dang dilahuhan
tethadap pendudnh sipil. Keadaan bentrokan
semacam ini dapat masub ke dalam termineloegi
scrangan (aituck),

bahwa yang dimaksud dengan serangian
terthadap peadudul sipil tidak berarti hahwa
scrangan hiarus ditujukan terhadap penduduk
(population) secara hescluruhan, tetapt cukup
hepada sehelompoel pendudulk sypmbtertentu yang
mempunyarhevahinan pohtih fertentu,

Yang dimahsud “meluas™ harena pada
peristisa-peristina yang Jdidahwakan terbukti
terjadt pembunuhan secara besar-besaran,
berulang-ulang, dalam shala vang besar (manssive,
Srequent, large scale), yang dilahukan secara
halehtif dengan akibat yang sanpat serivs berupa
jumlah korban nyawa yang besar;

Yang dimaksud dengan sistematik adaloh
terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan
penelitian atau obsenasi yang terencana dengan
proscdur yang sudab umum  Dalam haitannya
dengan pelanggearan berat ham, definist sistematih
dapat berarts hegeatan yang berpala sama dan
honsisten (berulang-ulang). Pola disimi berami
struktur atau design yang saling berhubungan.
Sedangkan konsisten di sini berarts sebuah
pagasan yang ditandas dengan tidak berubahnya
posisi atay saling berhubungan, bisa yuga harahter
tertenty sang sudah terbentuh dan ditunjukan
secara berulang-ulang

Bahwa pengertian sisternatih memuelibi 4
(vmpat) elemen sebagae benkut

a. adanya tujuan polith, rencana

dilabukannya penyerancan, suaty

weology,  dalam  arti luas
menghancurhan atan melemabhan
suatu kotunitas;

b. melakukan tindak pidana dengan
shala vang besar terhadap suaty
helompok penduduk sipil, atau
berulang-ulang  dan  terus.
mencrusnya  tindakan  tidal
manusiasni sang sabug berhubungan
antara yang satu dengan vang
lainnya;

adanya persizpan dan peaggunaan

vang signitikan daey ik atau fasilitas

publih atau perorangan;

d. adanyamplikasi politik tingkat tinggei
atan  otoritas  mihiter  dalam
mengartihan atav mewujudhan
rencana yang metadologes, ™

{(PUTUSAN No Gl PID HANY

ADHOC2002:PHIKT.PST. halaman

1O3-104).

Menurut hetentuan Undang-Undang
Pengadilan HAM, pelanggaran HAN herat yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
tersebut dapat diselesaikan metalui Pengadilan
Ham Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) atau melalui Komisi Kebenaran dan
Rehonstliasi. Berhenaan dengan penyelesaian
pelanggaran HAM masa lalu, Jose Zalaquett
berpendapat, bahwa nepara pada dasarnya
mempun 31 dishresi untuk menetaphan substansi
hebrakan untub menangani pelanggaran HAM
masa lalu. Namun di dalam semua kasus substansi
hebyakan ate harus memenulit syarat-syarat
legitimast tertentu sebagai berihut.

Pecriama, hehenaran harus diketalun atau
divnpekaphan secara lenghap, Jan dickspos serta
dismumhan kepada publik;

Kedua, Kebigakan Ham tersebut harus mewahili
hehendak rakyat, nusalay a hebijalan nasional itu
harus memperoleh persetujnan rakyat melatui
referendum: Ketiga, hebijahan HAM tersebut
tidah melanggar huhum hak asasi manusia
interasional. Yang berarti pada satu sisi menjadi
hewajrhan setiap negara untub bertindak sesuai
dengan huham internasional. Bila negara
mengambil tanghah woteh memberikan
pengampunan bags pelangear HAM, kebijakan
terschut harus tenduk pada batas-hatas yang diatur
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oleh hukum internastonal. Pada sisi vang lam, jika
hebijakan HAM itu mengarah pada penghuluman,
standae-standar internasional yanug berhenaan
dengan penyclenggaraan pengadilan vang fair,
perlahuan techadap para teesangha dan
penghukuman wajib dihormati; Keempat,
hebijaban HAM tersebut menpandung sujuan.
tujuan untuh mereparasi herugian yang dudeeita
hotban dan pencegahan beeulangnya pelanpgaran
HAM di kemudian han

Bila perspektif Jose Zatagquett dipunahan
untuk ienphaji kebijahan nasional Haen Indonesia,
hhususnya berkenaan dengan penanganan
relangparan berat ham masa lalu sebagaimana
tertuang dalam Tap MR No VY MPR 7 2000 dan
UL No.26 Tahun 2000 tentang Petpadilan HANY,
dapatlsh dikatakan rezim pemerintahan Transisi
di Indenesia menganut hebajakan moderat dalun
menangani pelanggaran berat HAM masa lalu,
yaitu disediakannya dua sarana yaitu, Forum
Pengadilan HAM Ad Hoe atay Forum Kontisi
Kebenaran dan Rebonsiliasi,

C. PENUTUDP

Sehagai hesimpulan dari penulisan i,
maka dapat disinpulkan hal-hal sebagzas benbut:

a.  Kejalatan terhadap umat manusaa miakah
istilah di dalam hukwm inteenasional yang
mengacu pada tindakan pembunuhan
massal dengan penyiksaan terbtadap tubuh
dari orang-orang, schagat suatu hejahatan
penyerangan terhadap yang lain, sebagas
tindakan yang sangat keji, pada suatu
shala yang sangat besar, yang
dilsksanakan untuk mengurangi ras
matusia secara kescluruhan Biasansa
hejahatan terhadap hemanusian dilakukan
atas dasar hepentingan politis, Awalnsa
pengaturan secara huhum  untuk
hejahatan berat terhadap hemanusiaan in
duatur dalam Konvensi tenewa tahun
1939, selanjutm a dratur Jebili Lanjut dalam
Satuta Roma tahun 1998,

b, Kategoritindak pidana petanpgaran beray
HAM, Khususnya hejahatan genosida dan
hejahatan hemanusizan yang tertuany
dalam Statuta Roma, telah diadopss olch
negara Indonesta melaba Undang- Undang
Ne. 26 lahun 2000 Tentang Pengadilan
tlak Asasi Manusia. (Fasal 7, Pasal § dan
Pasal 9 110 Na.26 Tahon 20010
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